
 

 
 

 
 
 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT 

PROVINSI LAMPUNG 

 
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT 

NOMOR 29 TAHUN 2020 

 
TENTANG 

 

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN 
PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI TULANG BAWANG BARAT, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan 
Perempuan dan Anak rangka melaksanakan kegiatan 
teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang di bidang 

perlindungan perempuan dan anak, perlu dibentuk Unit 
Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan 

Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak; 

b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat 
persetujuan Menteri Dalam Negeri dengan surat Nomor 

06/8952/SJ Tanggal 5 Desmber 2017 hal Rekomendasi  
Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis 
Daerah di Lingkungan Pemerintah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam hurup a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237), Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946); 



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4419); 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 

(Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4720); 

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi 
(Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2008 Nomor 
181, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4928); 

6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi 

Lampung (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4934); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6402); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6477); 



11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Nomor 6041); 

12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata 
Kelola Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan 

Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
158); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang 
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 

14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan 
Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 532); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 
6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 
2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Tulang Bawang Barat Nomor 61); 

16. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 56 Tahun 
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Tulang Bawang Barat; 
 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT 

PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN 
DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 

Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat. 
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan DPRD Menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

5. Dinas adalah Dinas yang membidangi masalah Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak. 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi masalah 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 



7. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah 

unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau 
kegiatan teknis penunjang tertentu. 

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang 
selanjutnya disebut UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang 
dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan 

dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, 
dan masalah lainnya. 

9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak 
yang selanjutnya disebut kepala UPTD PPA adalah Kepala Unit Pelaksana 
Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. 

10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 
termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

11. Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan. 

12. Perlindungan Perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk 
memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, 

pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau 
mendengarkan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan. 

13. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, 
dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi. 

14. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan 

teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan 
masyarakat. 

15. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan 

teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi 
induknya. 

 

BAB II 

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS 

Bagian Kesatu 

Pembentukan 
 

Pasal 2 

Dengan peraturan Bupati ini dibentuk UPTD PPA pada Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak. 
 

Bagian Kedua 
Kedudukan 

 

Pasal 3 

(1) UPTD PPA merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis 
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak. 

(2) UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala 
UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas. 

(3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerja dan 
tempat kedudukan sebagai berikut: 

a. UPTD Wilayah I, berkedudukan di Tumijajar untuk wilayah kerja 
Kecamatan Tumijajar, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kecamatan 
Tulang Bawang Tengah; 

b. UPTD Wilayah II, berkedudukan di Lambu Kibang untuk wilayah kerja 
Kecamatan Lambu Kibang, Kecamatan Pagar Dewa, Kecamatan Gunung 

Terang, Kecamatan Gunung Agung, Kecamatan Way Kenanga, 
Kecamatan Batu Putih. 



Bagian Ketiga 

Tugas 
 

Pasal 4 

(1) UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional 
dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang 

bersifat pelaksanaan dari Dinas, dibidang perlindungan perempuan dan 
anak dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan 

anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan 
khusus, dan masalah lainnya. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD 

menyelenggarakan fungsi : 
a. pengaduan masyarakat;  
b. penjangkauan korban;  

c. pengelolaan kasus;  
d. penampungan sementara;  

e. mediasi; dan 
f. pendampingan korban 

 

BAB III 

SUSUNAN ORGANISASI 

 
Pasal 5 

(1) Susunan Organisasi UPTD PPA, Kelas B terdiri dari: 

a. kepala UPTD; 
b. pelaksana; dan 
c. kelompok jabatan fungsional. 

(2) Bagan Susunan Organisasi UPTD PPA adalah sebagaimana tercantum 
pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 
 

BAB IV 

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI 
 

Pasal 6 

(1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan 
mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi 

perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, 
perlindungan khusus, dan masalah lainnya. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 

UPTD menyelenggarakan fungsi : 
a. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan 

layanan di UPTD PPA;  
b. menyusun program kerja UPTD PPA;  
c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;  

d. mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA;  
e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam 

lingkungan UPTD PPA;  

f. melaksanakan administrasi UPTD PPA; dan 
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 
 

 

 



Pasal 7 

Pelaksana terdiri dari : 
a. konselor Psikologi/Hukum mempunyai tugas yaitu Melaksanakan kegiatan 

pemberian bantuan psikologi/hukum untuk mengatasi masalah yang 
dihadapi konseli sehingga dapat melakukan kegiatan secara normal 
kembali; 

b. mediator mempunyai tugas yaitu Memimpin dan melaksanakan penyiapan 
bahan mediasi untuk mencapai penyelesaian atau solusi yang dapat 

diterima oleh kedua belah pihak yang berselisih sesuai dengan peraturan 
dan ketentuan yang berlaku; 

c. Pengadministrasi Umum mempunyai tugas yaitu Melakukan kegiatan yang 

meliputi penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian dokumen 
Administrasi; 

d. Pengemudi mempunyai tugas yaitu Melakukan pelayanan transportasi 

yang bersifat kedinasan dengan kendaraan dinas; 
e. Petugas Keamanan mempunyai tugas yaitu Melakukan kegiatan yang 

meliputi pengamanan dan penertiban; dan 
f. Penjaga Asrama mempunyai tugas yaitu Melakukan kegiatan pelayanan, 

pengoperasian dan pemeriksaan di bidang penjagaan asrama. 

 
BAB V 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 
 

Pasal 8 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian 
tugas UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari : 

a. Psikologi klinis : Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, 
tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan 

kesehatan yang diduduki oleh PNS dengan hak dan Kewajiban yang 
diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang;dan 

b. Pekerja sosial : PNS/TKS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang 

dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk 
melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan instansi 

Pemerintah maupun pada badan/ organisasi sosial lainnya. 
 

BAB VI 

TATA KERJA 
 

Pasal 9 

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala UPTD, Kepala Subbagian, 
dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, 

integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern maupun antara 
perangkat daerah serta instansi lainnya; 

(2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan UPTD 

bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang 
 
 

 

 

 

 

 



BAB VII 

KEPEGAWAIAN 
 

Pasal 10 

(1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala 
Dinas melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(3) Kepala UPTD merupakan jabatan Eselon IV.B atau jabatan pengawas. 
 

BAB VIII 

PENDANAAN 
 

Pasal 11 

(1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanakan tugas dan fungsi UPTD 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 12 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang 
Bawang Barat. 

 
Ditetapkan di Panaragan  

Pada tanggal 18 Juni 2020 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT, 
 

 
dto. 

 
 

UMAR AHMAD 

 
Diundangkan di Panaragan  
pada tanggal 19 Juni 2020 

 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,  
 
 

  dto.      
 

 
HERWAN SAHRI 

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2020 NOMOR 30 



LAMPIRAN: 

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT 
NOMOR 29 TAHUN 2020 

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA 
TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN 
DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 
 

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 

 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,  
 
 

dto. 
 

 
UMAR AHMAD 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

      Kepala Bagian Hukum, 
  

 

 

 

     Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP 

     Pembina 
     NIP. 19770409 200212 1 008 
 

KEPALA UPTD 

Konselor 
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Hukum) 

Kelompok 
Jabatan 

Fungsional 

Penjaga 

Asrama 
Penjaga 

Keamanan 
Pengemudi 

Pengadministrasi 

Umum 
Mediator 


